
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN 

- PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
; NOMOR 7 TAHUN 2000 

I TENTANG 
i 
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG RUHA ESA 
( BUPATI PACITAN 

Menimbang : a. ibahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri 
;Nomor.199 Tahun 1998 tentang Ruang Ltngkup dan Jenis-jenis 
Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat I I , maka Retribusi 

- Rumah Potong Hewan merupakan jenis Retribusi Daerah 
; Tingkat I I ; 

b. ibahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada 
" huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah; 

Mengingat : 1. ^ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
• Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
;Timur; 

. - " - • 

2. i Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia 
'Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indinesia 
; Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3037); 

3. j Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
jketentuan pokok Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran 
• Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan 
i Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 2824); 

4. f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara 
I Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
; Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
j Nomor 3209); 

5. ! Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
; Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
• 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3685); 

I " 
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I Dengan Persetujuan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

i KABUPATEN PACITAN. 
1 

M E M U T U S K A N I 

t 
Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG 

RETRIBUSI RUMAH ^TONG HEVVAN. 

' B A B I 
j KETENTUAN UMUM 
i Pasal 1 
i 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 
a. Daerah, adalah Kabupaten Pacitan; 
b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan ; 
c. Kepala Daerah, adalah Bupati Pacitan; 
d. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi 

sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 
e. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan 

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik 
negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, 
perkumpulam, firma, kongsi, kopcrasi, yayasan atau organisasi yang 
sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan 
usaha lainnya; 

f. Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya disebut RPH adalah 
suatu bangunan atau komplek bangunan dengan design tertentu yang 
digunakan sebagai tempat pemotongan hewan; 

g. , Usaha Pemotongan Hewan adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
pcrorangan atau badan hukum yang melaksanakan pemotongan hewan 
dirumah pemotongan hewan milik sendiri atau milik pihak lain atau 
menjual jasa pemotongan hewan; 

h. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya dapat disebut 
retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas 
rumah pemotongan hewan temak termasuk pemeriksaan kesehatan 
hewan sebelum dipotong yang dimiliki dan atau dikelola oleh 
Pemerintah Daerah; 

i . Penyewaan Kandang (Karantina) adalah penyediaan fasilitas berupa 
kandang dilingkup RPH yang digunakan untuk tempat istirahat temak 
sebelum dipotong; 

j . Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong adalah suatu 
tindakan pemeriksaan terhadap kesehatan temak yang akan dipotong 
untuk mengetahui dan memastikan apakah temak tersebut layak 
dipotong; 

k. Pemeriksaan Kesehatan Hewan sesudah dipotong adalah suatu 
tindakan terhadap temak yang sudah dipotong dengan mengadakan 
pemeriksaan untuk memastikan daging dari temak tersebut layak 
untuk dikonsumsi manusia; 

I Surat Keterangan Reproduksi Cap "S" adalah surat keterangan yang 
menerangkan bahwa temak potong tersebut sudah tidak produktif lagi 
dan layak untuk dipotong. 
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6. i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
^Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
•Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
'Nomor 3839); 

7. Peratuiran Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan 
Masyarakat Veteriner; 

8. iPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
• Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 
'. 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 
t 

9. 'Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

; Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3692); 

i 
10.'Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang 

;Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 
' Lingkungan Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam 
; Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri 
! Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah; 
* 

11.'Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang 
: Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang 
' Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan 
: Retribusi Dawah; 

13. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang 
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang 
; Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah; 
i 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 
dentang Ruang Ltngkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I 
dan Daerah Tingkat II . 

16. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 
:555/KPTS/TN.240/1986 tentang Syarat-syarat RPH dan Usaha 
; Pemotongan Hewan. 
i 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 
; Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
] Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat n Pacitan. 
r 
I 
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m.. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat 
SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besamya jumlah 
retribusi yang terutang; 

n. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 
mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam 
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

o. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah, adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 
pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

1 E A B I I 
NAMA,OBJEKDAN SUB JEK RETRIBUSI 

Pasal 2 
r 

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi sebagai 
pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan 
hewan temak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong,' 

i . • 
i Pasal3 

(1) ObjekRetribusiterdiridari : \- : 
a. penyewaan kandang (karantina); 
b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong; 
c. pemakaian tempat pemotongan; 
d. Surat Keterangan Reproduksi/Cap "S". . 

(2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah: 
a. i pemeriksaan daging dari daerah lain dan daging impor ; 
b. 'jasa pemakaian tempat pemotongan dan penyewaaan kandang 

j (karantina) yang dikelola oleh pihak swasta. 

J Pasal 4 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan 
fasilitas rumah potong hewan temak. 

; B A B m 
\ GOLONGAN RETRIBUSI 
i Pasal 5 

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa 
Usaha; 

. t -
1 

; B A B IV 
; STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI 
i Pasal 6 

(1) Struktur tarip digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan 
jumlah temak. 

I 
t " -
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(2) Struktur dan besamya tarip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan sebagai berikut: 

Jenis pelayanan Jenis Ternak Tarif 
Pemeriksaan Kesehatan 
temak sebelum dipotong 

Sa ni /Kerha 11 
L J u L l i l I v V I L i u L I 

Kambing/Domba 
Rn 3 nOO /pknr 
Rp. 600/ekor 

Petnerilcsann Kew"hatan 
temak sesudah dipotong Kambing/Domba Rp. 400 /ekor . 

Pemakaian Kandang 

1 

Sapi/Kerbau 
Kambing/Domba 

Rp. 1.500 /ekor/hari 
Rp. 250 /ekor/hari 

• 

Pemakaian Tempat 
Pemotongan 

i 

Sapi/Kerbau 
Kambing/Domba 

Rp. 3.000/ekor 
Rp. 500 /ekor 

Surat Keterangan Cap S Sapi/Kerbau Rp. 7.500/ekor 

B A B V 
I WILAYAH PEMUNGUTAN 
• Pasal? 

Retribusi yang temtang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan 
fasilitas rumah Pemotongan Hewan diberikan. 

; B A B V I 
; SAAT RETRIBUS! TERUTANG 
\ Pasal 8 

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau 
dokumen Iain yang dipersamakan. 

i B A B V I I 
\ TATA CARA PEMUNGUTAN 
\ Pasal 9 

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkaa 

(2) Retribusi dipxmgut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain 
yarig dipersamakan. 

i 
i B A B V I I I 

TATACARA PEMBAYARAN 
Pasal 10 

(1) Pembayaran retribusi yang temtang hams dilimasi sekaligus; 

(2) Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatuf 
dengan Keputusan Kepala Daerah. 

I 
I 
r 
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> B A B IX 
: TATACARA PENAGIIIAN 

Pasal11 
i 

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat Iain yang sejenis sebagai 
tindakan awal penagihan retribusi terutang dikeluarkan segera setelah 
7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran; 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterima surat 
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus 
melunasi retribusi yang terutang; 

(3) Surat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh 
Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. 

! B A B X 
' PENGURANGAN. KERINGANAN DAN 
; PEMBEBASAN RETRIBUSI 
\ Pasal 12 

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan 
pembebasan retribusi. 

I 

(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dengan mempcrhatikan Wajib Retribusi, 
antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur. 

I 
I 

(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain 
diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam, 
kerusuhan. 

(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi 
ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

B A B X I 
i KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN 
I Pasall3 

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga 
merugtkan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 
(tiga) bulan atau dcnda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi 
yang terutang. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pelanggaraa 

1 

Pasal 14 
r 

(1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tententu dilingkungan Pemerintah 
Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan 
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah. 

j 

i 
I 
< 

I ' ^ 

i 
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t 

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. . Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan 

' atau laporan berkcnaan dengan tindak pidana dibidang retribusi 
•daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih 
jlengkapdanjelas; 

b. ; Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
; pribadi atau badan tentang kebenaran peibuatan yang dilakukan 
t sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; 

c. ' Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
! sehubungan dengan tindak pidana retribusi daersdx; 

d. '• Memeriksa buku-buku, catatan-catalan dan dokumen-dokumen 
lain berkcnaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; 

e. I Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
:pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta 
. melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. ; Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
- penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah; 

g. 'Menyunih berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan 
'atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
: memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa 
; sebagaimana dimaksud pada huruf c; . 

h. ' Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
Retribusi Daerah; 

i . , Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 

j . Menghentikan penyidikan; 
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

,tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang 
dapat dipertanggung jawabkan. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukao 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya 
kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

i 

1 B A B X I I 
; KETENTUAN PENUTUP 

PasallS 

Dengan berlakiinya Peraturan Daerah ini ketentuan yang telah ada sebagai 
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IT Pacitan 
Nomor 4 Tahun 1995 tentang Rumah Pemotongan Hewan serta Peraturan 
Daerah perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. 

; Pasal 16 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, scpanjang 
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. 

i 
i 

i , 

i 
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( 
; Pasal 17 

Peraturan Daerah inj mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitaa 

i Dbahkan di Pacitan 
Pada tanggal 27 Maret 2000 

BUPATI PACITAN 
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